
 
 

57 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan dari hasil penelitian atas permasalahan hukum yang ada, yaitu : 

 

5.1.1 Bagaimana jika terjadi pertentangan antara dua aturan yang berbeda, yaitu 

pedoman pemidanaan yang diatur dalam KUHP Baru dan asas kebebasan 

hakim yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman? 

Asas kebebasan hakim yang dijamin keberadaannya oleh Pasal 24 Ayat 1 

Undang-Undang Dasar 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berarti 

bahwa kebebasan hakim itu tidak memiliki batasan. Kemerdekaan yang 

dimaksud dalam dua pasal tersebut bukanlah merdeka dari peraturan undang-

undang, namun merdeka dari pihak lain. Artinya, kekuasaan kehakiman di 

Indonesia tidak boleh dicampurtangani pihak manapun, termasuk badan legislatif 

dan eksekutif, serta masyarakat. Hal ini dipertegas dengan Pasal 28J Ayat (2) 

dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib 

untuk tetap tunduk terhadap batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang 

ketika menjalankan hak dan kebebasannya. Melalui pasal tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai 

penegak hukum memang memiliki kebebasan-kebebasan tertentu untuk 

menjamin independensinya, tetapi selain itu untuk membatasi kebebasannya, 

perlu dibuatnya sebuah pedoman yang dirumuskan di dalam undang-undang agar 

memiliki sifat yang memaksa dan mengikat para hakim. Apabila tidak, kebebasan 

hakim tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan disparitas pidana yang 

berdampak buruk bagi sistem hukum pidana di Indonesia.  
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Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah pertama, penulis 

menyimpulkan bahwa dengan adanya pedoman pemidanaan, tidak akan timbul 

pertentangan maupun aturan yang tumpang tindih, karena pedoman pemidanaan 

diciptakan untuk melengkapi asas kebebasan hakim sebagai pembatas atau 

pengontrol agar kebebasan tersebut tidak menyebabkan timbulnya disparitas 

pidana yang menyimpang, yang akhirnya menyebabkan tidak tercapainya tujuan 

pemidanaan. 

 

5.1.2 Apakah pada kenyataannya pedoman pemidanaan benar akan 

berpengaruh dalam hal upaya mengurangi disparitas pidana? 

Setelah membandingkan beberapa putusan dalam perkara tindak pidana yang 

sama, penulis melihat bahwa hampir setiap hakim memiliki pertimbangan yang 

berbeda-beda dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

hukuman. Hal tersebut memang dapat terjadi dan tidak melanggar ketentuan di 

dalam undang-undang, karena setiap hakim wajib mencantumkan hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa dalam putusan, dengan akibat 

putusan akan batal demi hukum jika tidak dicantumkannya hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 197 

Ayat (1) huruf f KUHAP. Kemudian dengan adanya independensi hakim dan asas 

kebebasan hakim, timbullah pertimbangan yang berbeda-beda yang akhirnya 

menyebabkan disparitas pidana.  

 

Kemudian dengan menganalisis setiap pertimbangan hakim dan dikaitkan dengan 

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1) KUHP Baru, penulis melihat bahwa 

ketentuan-ketentuan tersebut sudah sejak lama diterapkan oleh para hakim dalam 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman 

terdakwa sebelum dijatuhkannya putusan. Namun demikian, sebelum adanya 

pedoman pemidanaan, hakim tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas, 

sehingga kebebasan hakim berperan sangat besar bahkan beberapa kali melebihi 

kapasitasnya. Dengan begitu, dengan adanya pedoman pemidanaan yang 

mengatur ketentuan-ketentuan mengenai apa saja yang harus dipertimbangkan 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merangkum 

beberapa saran sebagai berikut : 

 

5.2.1 Sejauh ini, KUHP Baru yang merumuskan pedoman pemidanaan hanya baru 

disahkan saja yang artinya belum bisa diberlakukan secara mengikat. Maka, 

setelah dilakukan penelitian bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Baru 

tidak akan bertentangan dengan asas kebebasan hakim, sehingga tidak akan 

adanya ketidakpastian hukum akibat pertentangan tersebut, perlu 

diundangkannya KUHP Baru yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai 

pedoman pemidanaan agar pedoman pemidanaan tersebut dapat diberlakukan 

kepada hakim untuk lebih membatasi kebebasannya dalam rangka mengurangi 

terjadinya disparitas pidana. 

 

5.2.2 Dengan adanya ketentuan mengenai dasar pertimbangan hakim sebelum 

memutus perkara, hakim jadi memiliki alasan untuk menjatuhkan hukuman yang 

berbeda-beda berdasarkan dengan hasil pertimbangannya. Selain itu, pedoman 

pemidanaan hanya memberikan ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu 

dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan isi pertimbangannya tetaplah kebebasan 

oleh hakim sebelum memutuskan perkara, disparitas pidana yang timbul 

setelahnya akan menjadi lebih masuk akal, karena hakim sudah memiliki 

pedoman sebagai dasar pertimbangannya.  

 

Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis 

menyimpulkan bahwa pedoman pemidanaan bukan hanya akan berpengaruh 

terhadap kurangnya disparitas pidana, tetapi juga sebagai pemberi alasan, atau 

memvalidasi perbedaan-perbedaan putusan hakim karena pertimbangan yang 

berbeda-beda itu menjadi lebih masuk akal dan dapat diterima oleh para terpidana 

dan masyarakat. 
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dan wewenang hakim. Oleh karena itu, hakim disarankan untuk tetap 

mempertimbangkan dan memutus perkara demi mewujudkan keadilan dan 

kepastian hukum serta kemanfaatan dari putusan itu sendiri. Karena kembali lagi 

bahwa terdapat tujuan pemidanaan yang harus dicapai, dan setiap putusan hakim 

harus mencerminkan tujuan pemidanaan itu sendiri.  
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